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PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 18 TAHUN 2021

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan

anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu

kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun
Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di

Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun

b.

Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang2.

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286),

3.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang4
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400),

5.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang6.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028),

7.

8.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

9

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178),

-3-



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S7),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007
Nomor 8, seri E):
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2009 Nomor7 seri E),7



Menetapkan

23. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

S5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.



10.

11.

12.

13.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

7.

selaku Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan

8.

Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kota Pagar Alam.

Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja
adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat
ASB adalah standar yang digunakan untuk

menganalisis kewajaran beban kerja danbelanjasetiap
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam

penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Penyusunan Pedoman ASB dimaksudkan untuk

mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran
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belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat

dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran
ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja dan

kegiatan untuk seluruh Perangkat Daerah.

PASAL 3

Penyusunan Pedoman ASB bertujuan untuk :

a. menentukan kewajaran belanja untuk
melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya,

b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang
jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran,

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam

pengelolaan Keuangan Daerah, dan
d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur

kinerja yang jelas.
BAB III

PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA
PASAL 4

Pedoman ASB di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum

dalam Lampiran Analisa Standar Belanja (ASB) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

PASAL 5

(1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja langsung
maupun tidak langsung yang dibiayai dari APBD
untuk beberapa kegiatan ditetapkan dalam Pedoman
ASB.

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat digolongkan atau disertakan menurut ciri dan
jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan
nomenklatur ASB kegiatan.

(3) Apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan
Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian ASB.

4) Pengendalian terhadap penerapan Analisa Standar
Belanja dalam rangka penyusunan RKA-PD dilakukan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

(5) Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisa Standar
Belanja dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.
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PASAL 6

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada

Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah

Kota Pagar Alam, maka dilakukan penyesuaian Analisis

Standar Belanja

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar

Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

R

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAFRAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 18


